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ABSTRAK

Bahwa Peraturan Daerah ini menetapkan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2025–2029 sebagai

dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode lima tahun.

RPJMD ini memuat arah kebijakan dan Perencanaan pembangunan daerah,

strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, serta program perangkat

daerah yang disertai dengan indikator kinerja. RPJMD menjadi pedoman bagi

penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah

Daerah tahunan, serta dasar pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan

daerah, serta merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala

Daerah.

DASAR HUKUM

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagalmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang;

 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

 Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;

 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup ;



 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta

Kerja Menjadi Undang-Undang;

 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara;

 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi

Sumatera Utara;

 Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

 Peraturan Pemehntah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendaian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah ;

 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

 Peraturan Pemehntah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

 Peraturan Pemehntah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang;

 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, Berita Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan

dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang sistcm

Informasi Pemerintah Daerah;

 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;



 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037;

 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara

Tahun 2025- 2045;

 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Sibolga Tahun 2017-2037;

 Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panang Daerah Kota Sibolga Tahun 2025-2045

Catatan :

 Pada saat Peraturan Daerah Kota ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota

Sibolga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun

2021 Nomor 40), dicabut dinyatakan tidak berlaku

 Peraturan Daerah Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

pada tanggal 20 Agustus 2025 agar setiap orang mengetahuinya,

mengundangkan Peraturan Daerah Kota Sibolga ini dengan

menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga;


